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PUTUSAN

Nomor 2054/Pdt.G/2022/PA.Tmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX,  NIK  XXXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  Tasikmalaya,  19

Desember 1995, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan

xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxxx , xx xxx xx

xxx,  Kel.  xxxxxxsari,xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx,  xxxx

xxxxxxxxxxx;

Pemohon;

Lawan

XXXXX,  NIK  -,  tempat  dan  tanggal  lahir  Tasikmalaya,  13  Juli  1995,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  xxxxxxxxxx,

tempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dalam surat  permohonannya  tanggal  13  Desember

2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxx,

Nomor 2054/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 13 Desember 2022 dengan dalil-dalil

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Pemohon dan Termohon telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  xxxxxxxxx  xxxxxxx  xxxx  xxxxxxxxxxx,
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sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/09/III/2018,

tertanggal 06 Maret 2018;  

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah orang tua Pemohon selama 1 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak

yang bernama: Alea Bilqis Saputra usia 3 tahun; 

3. Bahwa  sejak  Juli  2018  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: 

3.1 Bahwa sejak Juli  2018 hubungan antara Pemohon dan Termohon

mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di

sebabkan oleh karena Termohon dan Pemohon Tenggang tempat

3.2 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus

2019 Termohon meninggalkan; 

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3

tahun;  Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi

tidak berhasil  karena Pemohon tetap pada prinsip  untuk bercerai  karena

Termohon  sudah  tidak  mempunyai  i'tikad  baik  lagi  untuk  menjalankan

kehidupan rumah tangga

5. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa

perkara ini;  

6. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  maka  Pemohon  mohon  kepada

Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;  

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON  )  di  depan  sidang
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Pengadilan  Agama  xxxx  xxxxxxxxxxx  setelah  putusan  ini  berkekuatan

hukum tetap;  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);  

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)

Nomor  2054/Pdt.G/2022/PA.Tmk  tanggal  14  Desember  2022  dan  Nomor

2054/Pdt.G/2022/PA.Tmk  tanggal  21  Desember  2022  yang  dibacakan  di

persidangan,  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan

yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan

Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonan,  Pemohon  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A.  Surat:

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  XXXXX  Nomor  XXXXX

tanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah

Kota  Tasikmalaya,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/09/III/2018 tanggal 6 Maret 2018

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
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dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2; 

B. Saksi:

1. SAKSI  1,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan

dengan Pemohon sebagai kakak ipar; 

- Bahwa saksi  mengetahui  Pemohon dan Termohon adalah suami

istri;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon

tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa  saksi  mengetahui  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikaruniai seorang anak yang bernama Alea Bilqis Saputra;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 3

(tiga) kali  saat berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon

dan pada saat bertengkar Pemohon mengatakan kalau Pemohon

ingin tinggal bersama dengan Termohon di rumah milik Pemohon

sendiri dan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak Juli

2018;

- Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dan  Termohon  bertengkar

tentang Termohon dan Pemohon tidak sepakat menentukan tempat

tinggal bersama;

- Bahwa saksi  mengetahui  antara  Pemohon dan Termohon sudah

pisah rumah sejak Agustus 2019 dan tidak pernah tinggal bersama

lagi sampai sekarang; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  pihak  keluarga  pernah  berupaya

mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; 

2. SAKSI  2,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar; 
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 Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri; 

 Bahwa  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan

Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

 Bahwa  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Pemohon  dan

Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alea Bilqis

Saputra;

 Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak

2 (dua) kali saat berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon

dan pada saat bertengkar Pemohon mengatakan kalau Pemohon

ingin tinggal bersama dengan Termohon di rumah milik Pemohon

sendiri dan Termohon ingin tinggal di Cigeureung;

 Bahwa saksi  melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak

Juli 2018;

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dan  Termohon  bertengkar

tentang Termohon dan Pemohon tidak sepakat menentukan tempat

tinggal bersama;

 Bahwa saksi  mengetahui  Pemohon dan Termohon sudah pisah

rumah sejak Agustus 2019 dan tidak pernah tinggal bersama lagi

sampai sekarang; 

 Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon

dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai
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wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  2054/Pdt.G/2022/PA.Tmk  tanggal  14  Desember  2022  dan  Nomor

2054/Pdt.G/2022/PA.Tmk  tanggal  21  Desember  2022  yang  dibacakan  di

persidangan,  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan

tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut  disebabkan  oleh

suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa

hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Talak dalam permohonan

Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam

rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal  163 HIR  jo.  Pasal  1865 KUH

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonan,

Pemohon telah  mengajukan  bukti  surat  P.1  dan  P.2  serta  saksi-saksi  yaitu:

SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa agama dan tempat

tinggal Pemohon serta peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa

identitas Pemohon benar sesuai surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

terbukti  menurut  hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 06 Maret 2018; 
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Menimbang,  bahwa  saksi  1  (Efendi  bin  Endin  Mas'ad)  dan  saksi  2

(SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal

145  ayat  (1)  HIR,  Pasal  171  dan  172  HIR,  sehingga  membuktikan  bahwa

Pemohon dan Termohon tinggal bersama terkahir di tinggal di rumah orang tua

Pemohon dan sejak Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon bertengkar

tentang  Termohon  dan  Pemohon  tidak  sepakat  menentukan  tempat  tinggal

bersama  serta  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  pisah  rumah  sejak

Agustus 2019 hingga sekarang dan selama itu  pula keduanya tidak  pernah

berkumpul lagi;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  di  persidangan,  terbukti

fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan

yang sah secara agama Islam sejak tanggal 06 Maret 2018;

2. Bahwa  sejak  Agustus  2019  antara  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar  tentang  Termohon  dan  Pemohon  tidak  sepakat  menentukan

tempat tinggal bersama;

3. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  rumah  sejak

Agustus 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah

berkumpul lagi;

4. Bahwa baik  majelis  hakim dalam persidangan  sudah berusaha

menasehati  Pemohon  maupun  pihak  keluarga  sudah  berupaya

mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

 Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio

memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Majelis  Hakim  perlu  mendapatkan

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat  dengan suami
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isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon;  

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon adalah keluarga atau orang

dekat Pemohon dan atau Termohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  134

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon

bertengkar tentang Termohon dan Pemohon tidak sepakat menentukan tempat

tinggal bersama serta Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak

Agustus 2019 hingga sekarang dan selama itu  pula keduanya tidak  pernah

berkumpul lagi;

Menimbang,  bahwa  atas  dasar  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

benar-benar  telah  pecah  (break  down  marriage)  dengan  demikian  rumah

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi

karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

harapan  akan  hidup  rukun  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

sehingga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sehingga  telah

memenuhi  Pasal  39 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16

Tahun 2019 tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
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atas  dan  Pemohon  belum  pernah  menjatuhkan  talak,  maka  petitum

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh

Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami

dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali,  terkecuali suami merujuk isrtri

selama istri masih dalam iddah;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan 

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxx; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp505. 000,00 (lima ratus lima ribu rupiah); 

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Nur Halimah, S.H.I. sebagai

Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman

Al Hasyimi, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim
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Anggota tersebut dan Pipih Parida, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.
Panitera,

Pipih Parida, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Proses : Rp75.000,00

2. Panggilan : Rp360.000,00

3. PNBP : Rp60.000,00

4. Meterai : Rp  10.000  ,00  

Jumlah Rp505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)
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